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ABSTRAK

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan Undang- | indang yang
mengatur Kegiatan Usaha Migas dari hulu hingga hilir guna menjamin ketersediaan energi dan agar energi dapat diskses
olech semua kalangan masyarakat dengan memberikan kompensasi. Pengaturan mengenai Kegistan |sahs Migsd
eringkali tidak diterapakan di masyarakat schingga menimbulkan perbuatan melawan hukum seperti Kegutan | saha
iaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa izin di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan penyimpangan
istribusi BBM yang diberikan kompensasi olch pemerintah, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan, kerugis
egara, serta berpotensi menghambat pemerataan akses BBM bagi masyarakat. Penelitian ini merumuskan tigs pokok
asalah, yakni: pelaksanaan penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap kegiatan usaha niaga pertalite tanpa 17m
endala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencgakan hukum; serta upaya yang dilakukan Polresta Padung dalemi
engatasi kendala tersebut. Penclitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik penegakan hukumy
secara empiris. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalud
i lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi karena keterbatasan
onomi, harga pertalite yang murah, pengawasan SPBU pengisian BBM yang tidak ketat. Banyak cara yang digunakan
yarakat untuk dapat memperolech BBM jenis pertalite baik dengan membeli secara langsung atau bekerjasama dengam

asyarakm yang dilanjutkan dengan memproses laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan lerang ks

i dengan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Penegakan hukum menghadapi beberapa kendala, baik internal seperti
cterbatasan personel, anggaran, sarana, dan luasnya wilayah hukum; maupun eksternal seperti rendahnya kesadaran
ukum masyarakat, lemahnya pengawasan SPBU, maraknya praktik perolchan BBM sccara melawan hukum, hnggs
aktor ekonomi pelaku. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan SPBU, optimalisasi
li, pemetaan titik rawan, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Simpulan penelitian mencgaskan bahway
hukum sudah berjalan namun belum optimal, schingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan uncrzd
instansi, serta pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat agar tujuan kompensasi BBM tepat sasaran dan tercply
iban dalam distribusi pertalite.
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ARSTRACT

Aaw Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas (Migas) is a law that regulates (il and Cas Pusiness Activities fromt
eam 1o downstream to ensure the availability of energy and so that energy can be sccessed by all circles of wewty by
iding compensation. Regulations regarding Oil and Gias Business Activities are often not applied n the community |
‘ausing illegal acts such as Fuel Oil (BBM) Business Activities Without Permits in the community  This phenomenon nof
ly causes irregularities in the distribution of fuel that is compensated by the government, but also poses safery risks,
te losses, and has the potential to hinder equitable access 1o fuel for the community. This study formulates three mam
'ms, namely: the implementation of law enforcement by the Padang Police against pertalite busmess sctivitiod
ithout & license; obstacles faced in the implementation of law enforcement; as well as the efforts made by the Padung
Police in overcoming these obstacles. This study aims to describe and analyze the law enforcement practice empirically
method used is empirical juridical with the nature of analytical descriptive research through fleld studies and
iterature studies. The results of the study show that this phenomenon occurs due o economic limitations, low pertadia
i , and non-strict supervision of petrol stations. There are many ways that the public uses 10 be able to obtam
alite  fuel, cither by buying directly or by collaborating with fuel filling officers who abuse thewr duties. | aw
enforcement carried out by the Padang Police is carried out through preventive efforts such as socialization w0 the
unity, and patrols in areas of Padang City that are prone to criminal acts, as well as repressive efforts in the form of
direct action based on field findings or community reports which are continued by processing reports, investigations,
investigations, examination of witnesses and suspects until the transfer of cases to the prosecutor's office. Law
enforcement faces several obstacles, both internal such as limited personnel, budget, facilities, and the breadth of the
'msdwuon as well as external factors such as low public legal awareness, weak supervision of petrol stations, the
t practice of illegal fuel acquisition, and the economic factors of the perpetrators. Countermeasures are carmed oug
gh increased coordination with petrol stations, optimization of patrols, mapping of vulnerable ponts, and legal
education to the public. mconclunonoanudymphuizuduhwmfmh-hua_ghn-mm
0 it is necessary 10 strengthen supervision, increase synergy between agencies, and continue to provide guidance 1o the
munity so that the goal of fuel compensation is on target and order is created in the distribution of penalite.

: Law Enforcement, Police, Unlicensed Commercial Business, Pertalite.
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